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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Msj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mesuji  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,

tempat  kediaman  di  RT.  xxxxxxxx  Desa  xxxxxx  Kecamatan

xxxxx Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa

khusus  kepada  Makmun,  S.H  dan  Ani  Widi  Astuti,  S.H

advokat/penasihat  hukum  dari  Kantor  Advokat  Makmun  &

Rekan, yang berkantor di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan

Jaya, Kecamatan Tulang Barat,  Propinsi Lampung, alamat e-

mail  makmundarusman @gmail.com berdasarkan surat kuasa

khusus  tertanggal  20  Maret  2022  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Mesuji  Nomor

49/SKH/2022/PA.Msj. Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani,

tempat  kediaman  di  xxxxx  Desa  xxxxx  Kecamatan  xxxxxx

Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat telah  mengajukan  surat  gugatannya  tertanggal  23

Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji

dalam register Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Msj,  tanggal 24 Maret 2022 dengan

dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
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1. Bahwa  pada  tanggal  24  April  2015,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Tanjung  Raya,  Kabupaten  Mesuji,  Provinsi  Lampung,  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal dikeluarkannya buku nikah 30

April 2015; 

2. Bahwa  sebelum  menikah  Penggugat  berstatus  gadis,  sedangkan

Tergugat berstatus bujang; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di :

3.1 rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx (sekarang Desa xxxxx),

selama lebih kurang 1 minggu; 

3.2 rumah  orangtua  Tergugat  di  Desa  xxxx,  Kecamatan  xxxxx,

Kabupaten Lampung Tengah, selama lebih kurang 5 tahun; 

3.3 rumah bersama di Desa xxxxx, hingga pisah tempat tinggal; 

4. Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  bergaul

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yaitu Anak,

perempuan, umur 6 tahun, tinggal bersama Penggugat; 

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan harmonis, tetapi sekira satu tahun pasca pernikahan (tahun 2016)

mulai tidak harmonis, karena:

5.1 Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sejak awal

menikah hingga sekarang, dan juga berjudi; 

5.2 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran, diantaranya dipicu oleh:

5.2.1 kebiasaan Tergugat yang sering mabuk minuman keras; 

5.2.2 Masalah ekonomi, Tergugat jarang sekali memberi nafkah

lahir  kepada  Penggugat  dan  juga  anak  Penggugat  dan

Tergugat/nafkah rutin yang diberikan hanya untuk membayar arisan

bulanan,  yaitu  sebesar  Rp300.000/bulan,  sedangkan  untuk

kebutuhan  makan  sehari-hari  dan  kebutuhan  harian  lainnya

bergantung kepada Penggugat selaku penjual jajanan; 

6. Bahwa akibat  dari  hal-hal  sebagaimana Posita  no.  5,  sehingga sejak

awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,
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Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bujung Buring

Baru, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Buyut

Utara, hingga saat ini telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan; 

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 3 kali dinasihati dan

dirukunkan  oleh  orangtua  Penggugat,  orangtua  Tergugat,  dan  kakak

Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; 

8. Bahwa  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  hidup  bersama

dengan Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini

diputuskan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji  c.q  Majelis  Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

 Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat/Kuasanya  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan  sedangkan

Tergugat tidak hadir  dan tidak pula mengutus orang lain sebagai  wakil  atau

kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Mesuji sesuai dengan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Msj, tanggal

31 Maret 2022 dan tanggal 8 April 2022, serta tidak terbukti ketidakhadirannya

itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  perkara  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1.  Asli  Surat  Keterangan  Domisili  Penggugat  Nomor:  xxxxxxx  yang

dikeluarkan oleh Desa Bujung Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Mesuji  tanggal  22  Maret  2022.  Kemudian  diberi  kode  bukti  (P.1).  Diberi

tanggal dan paraf Hakim;  

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Nomor xxxxxxx Tanggal

30 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi  1, umur  71  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  xxxx  Desa  xxxxx  Kecamatan  xxxxxx

Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di

persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

bapak kandung Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  di

dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten

Mesuji, selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang

tua  Tergugatdi  Desa  xxxxx,  Kecamatan  xxxx,  Kabupaten  Lampung

Tengah, selama lebih kurang 5 tahun kemudiantinggal di rumah bersama

di  Desa  xxxxx,  setelah  itu  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal sampai dengan sekarang; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai  1 (satu) orang anak

yang  bernama  Anak,  saat  ini  anak  tersebut  ikut  dan  tinggal  bersama

Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  permasalahan  ekonomi  Tergugat  tidak  memberikan

nafkah rumah tangga kepada Penggugat  penyebabnya lainya Tergugat

sering minum-minuman keras; 

- Bahwa saksi mengetahui persitiwa perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dan  saksi  juga  pernah  merukunkan

Penggugat dan Tergugat dalam musyawarah keluarga; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih

5  (lima)  bulan  Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat  dan pulang ke

rumah orang  tua  Penggugat  di  Desa  Bujung  Buring  Baru,  Kecamatan

Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,  sedangkan Tergugat  tinggal  di  rumah

bersama  di  Desa  Buyut  Utara  kecamatan  Gunung  Sugih,  Kabupaten

Lampung Tengah, dan selama itu juga tidak pernah terjalin komunikasi

lagi yang baik antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat

dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada

pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; 

- Bahwa sudah cukup; 

2. Saksi  2, umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  xxxxxx  Desa  xxxx  Kecamatan  xxxxx

Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di

persidangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

kakak ipar Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

dirumah orang  tua  Penggugat  di  Desa xxx  Kecamatan  xxx  Kabupaten

Mesuji, selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang

tua Tergugat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Tengah,

selama lebih kurang 5 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Desa

xxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

dengan sekarang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai  1 (satu) orang anak

yang  bernama  Anak,  saat  ini  anak  tersebut  ikut  dan  tinggal  bersama

Penggugat; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi  karena sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras serta

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga

kepada Penggugat; 

- Bahwa  saksi  melihat  persitiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat tersebut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih

5  (lima)  bulan  Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan  pulang  ke

rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Bujung  Buring  Baru,  Kecamatan

Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,  sedangkan Tergugat  tinggal  di  rumah

bersama  di  Desa  Buyut  Utara  kecamatan  Gunung  Sugih,  Kabupaten

Lampung Tengah,dan selama itu juga tidak pernah terjalin komunikasi lagi

yang baik antara Penggugat dan Tergugat; 
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- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil; 

- Bahwa sudah cukup; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak

akan  mengajukan  pertanyaan  apapun  dan  menerima  serta  membenarkan,

sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  segala  hal

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  ternyata  telah  menunjuk  kepada

Kuasanya  Makmun,  S.H  dan  Ani  Widi  Astuti,  S.H  pekerjaan  Advokat,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2022, dan ternyata Kuasa

tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Kartu Tanda Anggota dan Berita

Acara Sumpahnya dari  Pengadilan Tinggi,  maka Majelis Hakim berpendapat

Kuasa Hukum tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai  Kuasa,  hal  tersebut

sesuai  yang dikehendaki  Pasal  4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun

2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat  agar  mau  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dan  kembali

membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  pada  tahapan  perdamaian,  Majelis  Hakim  telah

berusaha menasehati  Penggugat  agar dapat kembali rukun dengan  Tergugat,

upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis

Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg.

juncto Pasal 65, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  junctis Pasal  39

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  junctis Pasal  31  Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara  semua

sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib  lebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh

kedua  belah  pihak,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  ayat  1  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di

persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya,  sehingga  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  sebagaimana  amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka

9, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa bukti  P.1 (Surat  Keterangan Domisili)  yang telah

bermaterai cukup, di-nazegelen,  dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. juncto

Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermaterai cukup, di-nazegelen,  dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan

antara  Penggugat dengan  Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi
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syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa Penggugat mendalilkan,  Tergugat adalah  suami

Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

Kantor Urusan Agama serta  Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai

dari  Tergugat,  sehingga  Penggugat merasa  mempunyai  kepentingan  hukum

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

terbukti bahwa  Penggugat dan  Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti

mempunyai  hubungan  hukum  dengan  Tergugat karena  adanya  perkawinan

yang  sah,  maka  demi  hukum  pihak  Penggugat adalah  pihak  yang

berkepentingan  dan  berkualitas  sebagai  pihak  yang  mengajukan  perkara

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita  gugatan Penggugat, Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang

sulit  untuk  dirukunkan  lagi  dan  alasan  tersebut  secara  formal  gugatan

Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  dari  penyebab  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat,  mengakibatkan  antara  Penggugat

dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,

maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan

pertengkaran  seperti  apa  dalam rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  dan

ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  tidak  ternyata  disebabkan  oleh  suatu
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halangan  yang  sah,  maka  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan

verstek sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang,  bahwa  meskipun gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan

dengan  verstek,  akan  tetapi  oleh  karena  perkara  ini  berkaitan  dengan

perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat

tetap  dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 juncto Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

junctis Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam junctis Pasal 76

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009,  Majelis  Hakim perlu  mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami-istri);

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  dimaksud,  Majelis

Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-

masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat di

persidangan,  yaitu  saksi  1  dan  saksi  2,  mempunyai  hubungan  keluarga

kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR juncto Pasal

76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  junctis Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  sudah

dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah

disumpah  terlebih  dahulu,  sehingga  memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah

ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

pertengkaran  sejak  tahun  2017  yang  disebabkan  Tergugat  sering  mabuk-

mabukan  minuman  keras  serta  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat. Puncaknya terjadinya pisah

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih  selama 5 (lima)

bulan. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat. Segala keterangan tadi

adalah fakta yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan relevan

dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah

bersesuaian  mengenai  sikap  saling  tidak  perduli  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terhadap  keutuhan  kembali  rumah  tangga,  dengan  tidak  adanya

komunikasi  yang terjalin baik yang berjalan  selama 5 (lima)  bulan lamanya,

permasalahan  antara  mereka  sudah  pernah  didamaikan  pihak  keluarga,

namjun tidak berhasil. semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi a quo

telah bersesuaian antara satu dengan yang lain,  oleh karena itu keterangan

dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1,  P.2, Saksi  1 dan Saksi  2

Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada tanggal 24 April  2015 dan dari pernikahan tersebut  telah dikaruniai

seorang anak, bernama Anak;

b. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis;

c. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017 mulai ada perselisihan;

d. Bahwa penyebabnya adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus  disebabkan  Tergugat  tidak  mau memberikan  nafkah  dan

sering mabuk minuman keras;
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e. Bahwa  puncak  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

f. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  untuk  mendamaikan,  namun

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan

kedamaian  jiwa  dan  ketentraman  hati,  saling  mengasihi  dan  menyayangi

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat

diinterpretasikan  bahwa  kebahagiaan  dan  kekekalan  sebuah  rumah  tangga

sangatlah  ditentukan  oleh  adanya  keterikatan  lahir  batin  diantara  pasangan

suami istri  tersebut,  oleh  karena itu  manakala antara suami  istri  telah  tidak

berada  dalam satu  kediaman bersama dalam tenggang  waktu  lama hingga

tidak saling menghiraukan lagi,  maka telah menjadi indikasi  penting sebagai

bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara

Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama

yang telah berlangsung kurang lebih  selama 5 (lima) bulan hingga sekarang

tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat

dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan

lahir  batin,  oleh  karenanya  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  bahwa  fakta

tersebut  di  atas  patut  dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai  yang

terkandung dalam ketentuan Pasal  1  Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974

dimana  Penggugat  dan Tergugat  tidak  dapat  lagi  mewujudkan kebahagiaan

yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami
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istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  perselisihan  dalam  rumah

tangga  tidaklah  identik  dengan  pertengkaran  mulut,  rumah  tangga  dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri  sudah  tidak  lagi  selaras,  tidak  saling  percaya  dan  saling  melindungi,

dengan  ditemukannya  fakta  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah

rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang

baik sebagai suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala

perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama

dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat dan hal-hal  yang menyebabkan perselisihan itu terjadi  serta akibat

yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 5

(lima) bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati

salah  satu  pihak  agar  kembali  rukun  dalam  rumah  tangga,  ternyata  tidak

berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan

agar  Penggugat  bisa  kembali  membina  rumah tangganya dengan Tergugat,

namun  Penggugat  tetap  bersikeras  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,  atau

setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif

dari  pihak  Penggugat,  sehingga  dengan  demikian  patut  dinyatakan  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki  unsur-unsur saling

terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai

rumah  tangga  yang  telah  pecah,  karena  itu  Majelis  Hakim  berkesimpulan

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat sudah  sulit  untuk  menciptakan  keutuhan

rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud

ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat

telah  kehilangan  ekspektasi  untuk  kembali  rukun  sebagai  suami  istri  yang

merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana
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dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi  pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini,  dimana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam

kedua pasal  tersebut  di  atas adalah semata-mata  ditujukan pada eksistensi

atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa

yang  salah  dan  atau  siapa  yang  menciptakan  sebab  dalam  hal  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  akibat  yang  ditimbulkan  dan  telah

mengancam  keutuhan  dan  keberadaan  perkawinan  menjadi  penting  untuk

diperhatikan,  sehingga  apabila  perkawinan  itu  sendiri  sudah  merupakan

sumber  perselisihan,  ancaman,  fitnah  dan  pertengkaran  bagi  kedua  belah

pihak,  maka  tidak  akan  ada  manfaatnya  lagi  perkawinan  itu  dipertahankan

keberadaannya,  dan  oleh  karena  itu  syariat  Islam mempersiapkan  lembaga

hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara

pasangan  suami  isteri  yang  terus-menerus  berselisih,  meskipun  alternatif

tersebut  dirasakan  cukup  memberatkan  diantara  salah  seorang  pasangan

suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di  atas, perkawinan antara

Penggugat  dan  Tergugat telah  tidak  memenuhi  norma  hukum  yang  tersirat

dalam Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَدَّةً ورََّحْمَةً اۗنَِّ فِيْ ذٰلِكَ لاَيٰتٍٰ لقِّوَْمٍ يتَّفَكَرَُّوْنَ وَمِنْ ايٰتِٰهٖٓ نْ انَفْسُِكمُْ ازَوَْاجًا لِّتسَْكنُوُْآ الِيَهَْا وَجَعَلَ بيَنْكَمُْ مَّ انَْ خَلقََ لكَمُْ مِّ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang,
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sesungguhnya ketentuan pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir“ 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

mencintai,  saling  pengertian  dan  saling  melindungi  dan  bahkan  Penggugat

tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah  tangganya

dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh

melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses

negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat tersebut  dibubarkan atau diceraikan

daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah

justru  akan  menimbulkan  mafsadah bagi  kedua  belah  pihak  sedangkan

perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat

menghilangkan  mafsadah bagi  kedua  belah  pihak  karena  tidak  dapat  lagi

mempertahankan  perkawinannya,  oleh  karena  berhadapan  dua  mafsadah,

maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan

kaidah fiqih dalam kitab  Al-Asbah Wa al-Nazhaair, hal. 161 yang diambil alih

menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما.
Artinya:  “Apabila  berhadapan dua mafsadat  dihindari  mafsadah yang paling

besar  kemudharatannya  dengan  melakukan  yang  lebih  ringan

mafsadahnya”. 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta di  persidangan dan sikap

Penggugat  tidak  bersedia  lagi  membina  rumah  tangga  bersama  Tergugat,

Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248

yang berbunyi; 
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إذاثبتت دعواها لييدي القاضييي ببينةالزوجيية اواعييتراف الييزوج وكييان اليييذاء

مماليطيياق معييه دوام العشييرة بين أمثالهمييا وعجزالقاضييي عن الإصييلاح

.بينهما طلقها طلقة بائنة
Artinya:  “Apabila  istri  telah  dapat  menguatkan/menetapkan  gugatannya

dihadapan  Majelis  Hakim  dengan  buktinya  atau  dengan  pengakuan

suami  dan  penderitaan  itu  tidak  bisa  untuk  mempertahankan

kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis

Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat

menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi  Majelis Hakim untuk

mengabulkan  gugatan  Penggugat,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119

ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok  Penggugat

yang  memohon  agar  perkawinannya  diputuskan  dengan  perceraian  telah

terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta

hukum  di  atas,  maka  petitum  gugatan  Penggugat  nomor  1  dan  2  dapat

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

maka  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana

diatur dalam Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

juncto Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam, oleh karenanya gugatan

Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka

perceraian  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dikategorikan  talak  ba'in

sughraa,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  perkawinan  antara

Penggugat  dengan Tergugat  dapat  diputuskan dengan  talak ba'in  shughraa,

sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi  Hukum Islam,

yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  bidang  hukum perkawinan

dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah

dalam perkara  ini,  maka berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-
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undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah

dengan  Undang-undang  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam  yang

berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp820.000,00(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari  Senin tanggal  18  April  2022 Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  16

Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai

Hakim Tunggal. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum oleh  Hakim  tersebut dengan dibantu oleh Gading Wardian, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gading Wardian, S.H.
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Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan

Biaya PNBP Panggilan

:

:

Rp

Rp

700.000,00

20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
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